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Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1.

SK Pengangkatan ASN ini bukan merupakan benda sebagaimana yang
dimaksud hukum benda di Indonesia. Benda sebagaimana hukum benda di
Indonesia harus merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan
suatu hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik. Hak milik sendiri
memiliki ciri-ciri yang salah satunya yaitu hak yang sempurna, utuh, dan
lengkap di mana seseorang yang memiliki hak milik dapat menikmati dan
menguasai sepenuhnya serta sebebasnya, diantaranya ia dapat mengalihkan,
membebani atau menyewakan, memetik hasil, memelihara, bahkan
merusaknya. Hak milik dari SK Pengangkatan ASN sendiri tetap berada
pada negara tidak beralih kepada individu tertentu mengingat memang
tujuan dikeluarkan SK Pengangkatan ASN adalah untuk mengsahkan status
individu yang bersangkutan. Maka dari itu, SK Pengangkatan ASN ini tidak
memenuhi salah satu ciri hak milik yaitu dapat menikmati dan menguasai

secara sempurna, utuh, dan lengkap.

2. Mengacu pada pendapat para ahli mengenai benda, SK Pengangkatan ASN

ini sulit untuk dihargakan dengan uang serta tidak mempunyai harga yang
bersifat efektif untuk dikuasai oleh manusia. Hal tersebut dikarenakan benda
memiliki pengertian sebagai sesuatu yang dapat diraba dan badani, yaitu
segala sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh
manusia, dan merupakan suatu kesatuan sedangkan SK Pengangkatan ASN
yang mana tujuan dari dikeluarkannya adalah untuk mengsahkan status
individu menjadi seorang ASN yang kemudian memberikan hak dan
kewajiban terhadap individu tersebut tidak dapat dihargakan dengan uang
serta tidak mempunyai harga yang bersifat efektit untuk dikuasai oleh
manusia mengingat negaralah yang memiliki SK Pengangkatan ASN
tersebut.

3. SK Pengangkatan ASN bukan merupakan benda yang dimaksud dalam
hukum benda di Indonesia sehingga meskipun berwujud suatu kertas (surat)

SK Pengangkatan ASN tidak memberikan hak mutlak yang dapat dikuasai
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langsung serta dapat dipertahankan terhadap siapapun atau yang dinamakan
hak kebendaan, hal tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya ciri-ciri
hak kebendaan yang meliputi: 1. Hak kebendaan merupakan hak absolut
yang dapat dipertahankan terhadap siapapun; 2. Hak kebendaan jangka
waktunya tidak terbatas; 3. Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg atau
droit de suit (hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu
berada), dengan kekuatan hak yang ditentukan bedasarkan urutan terjadinya
(asas prioritas/ droit de preference); 4. Hak kebendaan memberikan
wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya (dapat dijual, dipinjamkan,
disewakan, maupun digunakan untuk diri sendiri), mengingat SK
Pengangkatan ASN ini dikeluarkan oleh negara melalui pejabat yang
berwenang tujuannya adalah untuk mengsahkan status individu menjadi
ASN terhadapnya melekat hak dan kewajiban, sehingga yang memiliki SK
Pengangkatan ASN tetaplah negara, tidak beralih ke individu yang namanya
ditulis dalam SK tersebut.. Dalam hal SK Pengangkatan ASN ini tidak
memberikan hak kebendaan, maka tentu SK Pengangkatan ASN ini tidak
dapat dijadikan sebagai jaminan yang merupakan salah satu hak kebendaan.
Hal sebagaimana penjelasan di atas juga dapat diperkuat dengan tidak
terpenuhinya 2 (dua) unsur jaminan meliputi: 1. Sebagai pemenuhan
kewajiban debitur kepada kreditur; 2. Wujud dari suatu jaminan harus dapat
dinilai dengan uang. Dalam hal SK Pengangkatan ASN tidak memberikan
hak kebendaan sehingga tidak dapat dijadikan jaminan yang mana
merupakan salah satu hak kebendaan, maka mengenai eksekusi yang mana
merupakan hak kreditur untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap harta
kekayaan (benda) yang dipakai sebagai jaminan dalam hal ini SK
Pengangkatan ASN yang kemudian pemenuhan kewajiban tersebut
dilakukan dengan cara sebagaimana penjelasan hak jaminan kebendaan
umum, tepatnya pasal 1132 KUHPer yaitu suatu barang yang dijadikan
sebagai benda jaminan haruslah benda yang dapat dijual yang mana
penjualan tesebut dimaksudkan untuk memberikan pelunasan utang kepada

kreditur tidak dapat terlaksana atau tidak dapat dilakukan.
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4. SK Pengangkatan ASN dapat dikategorikan ke dalam kelompok hak jaminan

yang lain menurut J. Satrio, sehingga seorang ASN apabila dikaitkan dengan
pendapat J. Satrio dapat memperoleh pinjaman sejumlah uang dengan
jaminan SK Pengangkatan ASN meskipun SK Pengangkatan ASN tersebut
tidak dapat dialihkan kepada kreditur dan tidak mempunyai nilai ekonomis
bagi pihak ke tiga (menyimpang dari ciri hak jaminan kebendaan pada
umumnya, yaitu sifat bisa di eksekusi). SK Pengangkatan ASN merupakan
benda yang berkaitan erat sekali dengan pemiliknya kemudian
mengakibatkan tidak memiliki arti ekonomis bagi orang lain, namun pada
dasarnya mempunyai nilai afeksi karena fungsi SK tersebut yaitu dapat
menjadi syarat kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, syarat pensiun, bahkan
untuk melengkapi ahli waris dalam hal pengurusan tunjangan apabila
pegawai ASN meninggal dunia. Dengan keadaan seperti itu, kreditur
memiliki sarana penekanan secara psikologis yang memberikan kepadanya
kemungkinan lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah

dan lebih dahulu.

5.2 Saran
Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, terhadap kedua rumusan masalah

penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1.

Pembentuk undang-undang dapat melengkapi penjelasan pasal menyangkut
benda yang memiliki ciri sama seperti SK Pengangkatan ASN yaitu
dikeluarkan sebagai keputusan dengan tujuan mengsahkan status individu
menjadi ASN yang mana tidak dimaksudkan untuk memberikan hak milik
ini tidak dapat dijadikan jaminan mengingat eksekusi dilakukan dengan cara
mencairkan/menjual benda jaminan. Hal tersebut tidak dimungkinkan
terjadi karena kepemilikan SK Pengangkatan ASN ini ada di tangan negara.
SK Pengangatan ASN ini dapat digunakan debitur sebagai jaminan
tambahan saja mengingat hak kepemilikan SK Pengangkatan ASN tersebut
tetap berada di tangan negara sehingga tidak memiliki nilai ekonomis bagi
individu, namun kreditur dapat menggunakan pasal 1131 dan pasal 1132

KUHPer jika debitur wanprestasi.
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